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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya

sehingga acara Seminar Nasional Penginderaan Jauh (Sinas Inderaja) ke-6 Tahun 2019 dapat

terselenggara dengan baik, serta Prosiding Sinas Inderaja tahun 2019 dapat terselesaikan. Sinas

Inderaja dengan tema “Peningkatan Pemanfaatan IPTEK Penginderaan Jauh untuk Mendukung

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)” telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli

2019 bertempat di The Margo Hotel, Depok – Jawa Barat.

Prosiding Sinas Inderaja 2019 berisi kumpulan makalah hasil penelitian dari para peneliti/perekayasa,

mahasiswa dan praktisi di bidang teknologi dan pemanfaatan penginderaan jauh yang telah

dipresentasikan secara oral maupun poster pada Sinas Inderaja tahun 2019. Makalah terbagi menjadi

lima tema, yaitu:

1. SDGs 06 : Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk Air bersih dan Sanitasi Layak

2. SDGs 11 : Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk Kota dan Komunitas Berkelanjutan

3. SDGs 13 : Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk Penangan Perubahan Iklim

4. SDGs 14 : Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk Ekosistem Laut

5. SDGS 15 : Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk Ekosistem Darat

Terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kontribusi pada Sinas Inderaja 2019. Semoga

Prosiding Sinas Inderaja 2019 dapat memberi manfaat bagi para peneliti/perekayasa, mahasiswa,

praktisi dan pengguna data penginderaan jauh.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Desember 2019

Tim Editor
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Efektivitas Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh dalam Percepatan
Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan

di Provinsi Sumatera Selatan

Effectiveness of the Utilization of Remote Sensing Imagery in the
Acceleration of the Settlement of Land Rights in Forest Areas in South

Sumatra Province

Westi Utami*)1, Yuli Ardianto Wibowo1, Fitria Nur Faizah Ekawati1, M. Nazir Salim1

1Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

*)email: westiutami@gmail.com

ABSTRAK: Konflik tenurial yang terjadi pada kawasan hutan dalam beberapa dekade ini mengalami peningkatan.
Untuk melaksanakan kegiatan percepataan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan guna mengurangi
konflik, pemanfaatan citra penginderaan jauh untuk mengenali obyek khususnya pemukiman/desa yang masuk dalam
kawasan hutan perlu dilakukan. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan analisis spasial. Untuk
memperoleh data dilakukan survei dan wawancara terhadap pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra
penginderaan jauh dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan
hutan, dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi terkait aspek spasial dan dapat menjadi bahan usulan
awal dalam mengajukan lokasi pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah kawasan hutan. Percepatan
penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan memanfaatkan citra penginderaan jauh ini diharapkan
dapat menekan tingginya konflik tenurial dan menjadi bahan dalam pengusulan tanah obyek reforma agraria.

Kata kunci : citra penginderaan jauh, konflik tenurial, reforma agraria, penguasaan tanah kawasan hutan.

ABSTRACT: Tenurial conflicts that have occurred in forest areas in recent decades have increased. To carry out the
planning activities to settle land tenure in forest areas to reduce conflict, the use of remote sensing images to identify
objects, especially settlements/villages that are included in forest areas, needs to be done. This research was conducted
through qualitative methods with spatial analysis. To obtain data, surveys and interviews were conducted with related
parties. The results showed that remote sensing images can simplify and accelerate the work of land tenure inventory in
forest areas, can solve various problems that occur related to spatial aspects and can be the initial proposal in
submitting the location of the implementation of the inventory and verification of control of forest area land. The
acceleration of the settlement of land tenure in forest areas by utilizing remote sensing imagery is expected to reduce
the high tenure conflict and become a material in proposing the object of land for agrarian reform.

Keywords: remote sensing image, tenurial conflict, agrarian reform, mastery of forest area land.

I. PENDAHULUAN

Konflik tenurial yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, sebagaimana kajian
yang dilakukan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 telah terjadi
lonjakan konflik agraria hingga mencapai 659 kejadian dengan luasan konflik hingga 520.491,87 hektar.
Konflik kehutanan merupakan salah satu bagian dari konflik yang sering terjadi, di tahun 2017 angka
kejadian mencapai 30 konflik yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain konflik tenurial permasalahan yang
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sering terjadi yakni tingginya angka ketimpangan yang diakibatkan oleh ketidakmerataan pemilikan,
penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah mengakibatkan permasalahan kronis di Indonesia yang
harus segera diselesaikan (Lestari dan Purwandari 2014). Ketimpangan yang sangat kental terjadi
diantaranya disebabkan oleh penguasaan tanah yang dikuasai oleh perusahaan besar yang memegang Izin
HGU pada tanah kawasan Non kehutanan ataupun pemegang Izin HTI pada kawasan APL pada kawasan
hutan (KPA 2017; Syarifudin 2014; Utami 2017).

Reforma agraria sebagai suatu program penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses
untuk kemakmuran rakyat Indonesia diharapkan menjadi salah satu solusi terhadap penyelesaian persoalan
konflik tenurial dan pengurangan terhadap tingkat ketimpangan (Perpres 86 Tahun 2018). Salah satu sumber
Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria yakni mencakup tanah dari pelepasan kawasan hutan dan/atau hasil perubahan tata batas
kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Target sumber TORA dari
kawasan kehutanan sebagaimana ditargetkan dalam skema Program Reforma Agraria selama tahun 2014 -
2019 mencapai luasan 4,1 Juta Ha. Angka ini merupakan sumber TORA dengan target tertinggi jika
dibandingkan dari sumber TORA lainnya yang berasal dari tanah eks. HGU yang tidak diperpanjang ataupun
tanah terlantar yang hanya ditargetkan seluas 0,4 juta Ha. Namun hingga saat ini pelepasan kawasan hutan
untuk sumber TORA dan redistribusi tanah untuk masyarakat melalui program Reforma Agraria dari tanah
kawasan hutan belum terealisir sama sekali. Kesulitan yang terjadi terkait bagaimana proses pelepasan
kawasan hutan diantaranya melakukan inventarisasi terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan
mengingat kondisi geomorfologis kawasan hutan yang beragam dan beberapa lokasi sangat sulit untuk
dijangkau.

Proses pelepasan kawasan hutan untuk sumber TORA oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan menjadi bagian penting dan syarat utama ketika tanah tersebut dijadikan sumber TORA. Proses
tersebut diawali dengan disusunnya peta indikatif yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Planologi. Selanjutnya terhadap peta indikatif tersebut
diserahkan kepada BPKH (Badan Pemantapan Kawasan Hutan) sebagai perpanjangan tangan pemerintahan
pusat untuk dijadikan sebagai bahan tindak lanjut dalam melakukan inventarisasi dan verifikasi di lapang.
Namun berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa antara Peta Indikatif dengan kondisi eksisting di
lapangan seringkali ditemukan perbedaan diantaranya adalah di dalam peta indikatif tersebut masih banyak
ditemukan beberapa desa dalam kawasan hutan yang belum masuk dalam peta. Selain itu ditemukan pula
bahwa lokasi yang masuk dalam peta indikatif apabila dilakukan ground chek di lapangan memiliki kondisi
geomorfologis yang tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber TORA karena berada pada lokasi
kemiringan lereng yang sangat terjal sehingga memiliki tingkat kerawanan bencana longsor.

Selain mendasarkan pada Peta Indikatif untuk kepentingan inventarisasi dan verifikasi di lapangan,
pengajuan tanah dalam kawasan hutan yang sudah dijadikan pemukiman oleh masyarakat dapat pula
dilakukan secara langsung oleh masyarakat melalui kepala desa dengan dilengkapi berkas sket pemukiman-
pemukiman dan lahan garapan yang telah dikelola selamat 20 tahun yang masuk dalam kawasan hutan.
Namun dengan keterbatasan yang ada tidak semua kepala desa melakukan pengajuan dan melengkapi
berkas-berkas tersebut. Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah luas hutan di Indonesia khususnya di
Sumatera Selatan sangatlah luas sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak untuk
melakukan inventarisasi sementara sumber daya manusia yang melakukan kegiatan inventarisasi dan
verifikasi sangatlah terbatas. Tahun 2018 merupakan awal tahun disahkannya petunjuk teknis tentang
inventarisasi penguasaan tanah kawasan hutan. Kegiatan inventarisasi yang dilakukan memiliki kendala yang
beragam. Salah satu permasalahan dalam kegiatan inventarisasi dan verifikasi lapang di Sumatera Selatan
selain adanya ketidaksesuaian peta indikatif dengan kondisi eksisting (beberapa desa yang belum masuk
dalam peta) adalah keterbatasan data spasial yang dimiliki Kantor BPKH yang belum up todate serta
keterbatasan data-data spasial pendukung dengan skala sedang hingga besar yang belum tersedia. Kondisi
inilah yang mengakibatkan inventarisasi dan verifikasi yang akan dilakukan belum sepenuhnya mencakup
seluruh desa yang ada dalam kawasan hutan di Sumatera Selatan.

Kajian ini bertujuan untuk menyajikan kemudahan dan kedetailan data yang dihasilkan dari interpretasi
citra penginderaan jauh guna melengkapi dan menginventarisasi pengusulan desa-desa yang hendak
dilakukan inventarisasi dan verifikasi oleh tim inver di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera
Selatan. Pemanfaatan citra satelit penginderaan jauh juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi desa-
desa pada kawasan hutan yang belum masuk dalam peta indikatif sehingga dapat segera dilakukan proses
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sosialisasi dan tindak lanjut penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Kajian ini juga
menganalisis bagaimana pemanfaatan citra digunakan para petugas lapang dalam melakukan proses
inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan sehingga pekerjaan tersebut dapat
dilakukan secara cepat.

II. METODE

Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan melakukan analisis spasial. Klasifikasi terhadap
penggunaan tanah pada citra dilakukan secara supervised (klasifikasi terselia), sehingga dapat diketahui
dimana saja penggunaan tanah berupa kawasan pemukiman dan non pemukiman. Untuk mengetahui dimana
saja desa/pemukiman yang masuk dalam kawasan hutan dilakukan overlay dengan memasukkan peta batas
kawasan hutan yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian dan Kerangka Pelepasan Kawasan Hutan untuk Reforma Agraria

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Citra penginderaan jauh yang digunakan dalam kajian ini merupakan citra satelit resolusi tinggi yang
diperoleh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang sering digunakan sebagai peta dasar dalam
melaksanakan pengukuran dan pendaftaran tanah. Citra ini memiliki resolusi spasial cukup tinggi hingga
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mencapai 1 meter sehingga dapat menghasilkan klasifikasi dan interpretasi tutupan permukaan bumi hingga
detail. Penggunaan citra untuk mengenali penggunaan tanah pada skala kecil atau skala sedang untuk
wilayah kehutanan di Sumatera Selatan dengan cakupan sangat luas dapat pula menggunakan citra Landsat 8
dengan resolusi spasial 30 m yang tersedia pada http://earthexplorer.usgs.gov/ dan dapat diakses secara gratis.
Citra landsat memang memiliki beberapa keunggulan yakni ketersediaan data multitemporalnya yang dapat
pula diakses secara free (Himayah 2017). Akan tetapi untuk wilayah Sumatera Selatan citra Landsat 8 yang
tersedia tertutup awan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan interpretasi dan analisis karena
dipastikan banyak data yang tidak dapat direkam. Kendala yang dihadapi dalam melakukan interpretasi citra
satelit resolusi tinggi dengan wilayah cakupan yang luas adalah memori dan data yang sangat besar sehingga
proses analisis data spasial terutama pada proses klasifikasi supervised membutuhkan waktu yang cukup
lama, selain itu citra satelit resolusi tinggi hanya mencakup luasan kecil yakni dalam 1 desa terdapat
beberapa potongan citra sehingga membutuhkan proses penggabungan terlebih dahulu.

3.1.Penyusunan Peta Untuk Identifikasi Desa Dalam Kawasan Hutan

Desa dan pemukiman dalam kawasan hutan di Sumatera Selatan keberadaannya sangat banyak dan
tersebar ke berbagai wilayah dengan kondisi beragam. Pemetaan desa dan pemukiman dalam kawasan hutan
tentunya perlu dilakukan guna mengetahui persebarannya sehingga dapat dilakukan sebagai dasar dalam
melakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi guna dijadikan sebagai bahan usulan untuk tanah obyek
reforma agraria (TORA). Pemetaan ini menjadi awal dalam menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah
dalam kawasan hutan yang selama ini seringkali menjadi pemicu timbulnya konflik dan sengketa penguasaan
tanah dalam kawasan hutan.

Tahapan penyusunan peta desa (pemukiman, fasilitas sosial/fasilitas umum) dalam kawasan hutan
dilakukan melalui overlay CSRT (Citra satelit resolusi tinggi) dengan peta kehutanan Kabupaten Ogan
Komering Ulu dengan skala 1: 400.000. Hasil overlay kedua data spasial tersebut disajikan pada Gambar 2
berikut.

Gambar 2. Overlay CSRT dengan Peta Kehutanan
Sumber: Analisis Data, 2019

Berdasarkan hasil overlay tersebut maka dapat diketahui batas antara kawasan hutan dengan non
kehutanan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 dijelaskan bahwa tanah
dalam kawasan hutan yang dapat dialokasikan untuk TORA khususnya untuk pemukiman adalah tanah di
luar kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung. Apabila saat dilakukan verifikasi di lapangan
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terdapat pemukiman di dalam hutan konservasi dan hutan lindung maka terhadap pemukiman tersebut harus
dipindahkan ke tempat lain atau resettlement. Sementara terhadap pemukiman yang berada dalam kawasan
kehutanan apabila masuk dalam kawasan penggunaan lainnya dapat dilakukan proses inventarisasi dan
verifikasi untuk TORA. Dari hasil overlay sebagaimana Gambar 2 menunjukkan bahwa pemukiman dan
penggunaan tanah pada kawasan kehutanan bukan termasuk dalam kawasan konservasi ataupun kawasan
hutan lindung sehingga proses selanjutnya dapat dilakukan koreksi geometric dan koreksi radiometerik serta
penajaman citra. Koreksi geometric bertujuan untuk memposisikan citra sesuai dengan koordinat pada peta
dunia yang sesungguhnya sementara untuk koreksi radiometerik mencakup koreksi efek-efek yang
berhubungan dengan sensor untuk meningkatkan kontras (enhancement) setiap piksel (picture element) dari
citra, sehingga objek yang terekam mudah diinterpretasikan atau dianalisis untuk menghasilkan
data/informasi yang benar sesuai dengan keadaan lapangan. Penajaman citra merupakan proses digital
pengolahan citra berupa proses yang bertujuan menghasilkan citra ‘baru’ dengan kenampakan visual dan
karakteristik spektral yang berbeda, penajaman citra ini sangat membantu ketika user melakukan interpretasi
citra secara manual, akan tetapi dapat pula membantu pada saat interpretasi dan klasifikasi secara
supervised/terselia (Danoedoro 2012).

Tahapan setelah dilakukan penajaman citra yakni melakukan interpretasi terhadap penggunaan tanah.
Sebagaimana tujuan dalam melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan lebih
diutamakan untuk pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum maka dalam kajian ini klasifikasi
penggunaan tanah dikelaskan menjadi : pemukiman dan non pemukiman (vegetasi kerapatan tinggi, vegetasi
kerapatan sedang dan vegetasi kerapatan rendah). Di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Ogan
Komering Ulu penggunaan lahan masyarakat sebagian besar ditanami tanaman kopi dan tanaman keras
lainnya dapat berupa karet ataupun tanaman buah-buahan. Pola penanaman yang bersifat campuran ini cukup
menyulitkan ketika dilakukan interpretasi secara terselia. Kenampakan vegetasi apabila diamati dari citra
sangatlah mirip dan sulit dibedakan mana yang berupa lahan masyarakat ataupun mana saja yang berupa
kawasan hutan alam. Di Gedung Pekuon Kecamatan Lengkiti masyarakat dalam mengakses lahan garapan
hanya berjalan kaki dan tidak terdapat jalan yang permanen, hal ini juga cukup menyulitkan untuk
mendefinisikan pada citra mana lahan garapan dan non lahan garapan, hal ini berbeda apabila penggunaan
lahan dimanfaatkan masyarakat sebagai tanaman kelapa sawit dimana tajuk kelapa sawit sangat mudah
diidentifikasi pada citra.

Di dalam kajian ini melakukan klasifikasi untuk interpretasi penggunaan tanah menggunakan klasifikasi
supervised/terbimbing/terselia. Dimana untuk klasifikasi ini metode yang dilakukan dengan melakukan
sampling, dimana terlebih dahulu user menentukan jumlah kelas klasifikasi penggunaan tanah dan
melakukan sampling terhadap obyek penggunaan tanah yang dipilihnya (Danoedoro 2012; Danoedoro 1997).
Klasifikasi supervised ini dipilih karena user dapat memberikan campur tangan terhadap pengolahan data
digital yang dilakukan, selain itu dengan adanya sampling minimal 10 lokasi secara tersebar terhadap satu
jenis obyek diharapkan dapat mengarahkan klasifikasi mendekati tingkat kebenaran. Hasil klasifikasi
penggunaan tanah dalam kawasan hutan disajikan pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Hasil Interpretasi Penggunaan Tanah pada Kawasan Hutan
(Sumber: Analisis data 2019)
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Gambar 4. Peta Indikatif dengan Peta Interpretasi Penggunaan Tanah (CSRT)
(Sumber Analisis Data, 2019)

Berdasarkan hasil overlay peta indikatif dengan hasil interpretasi penggunaan tanah dapat diketahui
bahwa beberapa wilayah pemukiman yang ada di dalam kawasan hutan yang belum masuk dalam peta
indikatif masih cukup banyak dan tersebar di beberapa lokasi. Kajian ini hanya dilakukan pada salah satu
Desa yakni di Gedung Pekuon, besar kemungkinan apabila dilakukan interpretasi citra terhadap wilayah lain
akan ditemukan beberapa pemukiman di dalam kawasan hutan yang dapat dijadikan sebagai lokasi
penggusulan Inventarisasi dan verifikasi untuk sumber TORA. Sehingga pendekatan ini dianggap lebih tepat
dan cepat untuk kegiatan pengusulan dan inventarisasi terhadap pemukiman/desa yang masuk dalam
kawasan hutan.

3.2.Percepatan Kegiatan Inventarisasi dan verifikasi Melalui Citra Penginderaan Jauh

Citra satelit penginderaan jauh dapat digunakan untuk mengetahui persebaran pemukiman di kawasan
hutan dengan melakukan interpretasi penggunaan tanah berupa pemukiman, fasos dan fasum yang tidak
masuk dalam Peta Indikatif Alokasi TORA. Manfaat lain dengan adanya citra penginderaan jauh dapat
digunakan untuk mengidentifikasi lama penguasaan tanah oleh masyarakat yang menjadi salah satu
pertimbangan pola penyelesaian dalam Invtarisasi dan Verifikasi. Selain itu berdasarkan hasil kegiatan
inventarisasi dan verifikasi di lapangan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa proses
yang alam dalam melakukan inver adalah di dalam berkas pengajuan inver yang diajukan oleh masyarakat
melalui kepala desa belum dilengkapi dengan sket obyek dan subyek penguasaan tanah. Sehingga saat turun
di lapangan petugas harus melakukan penyusunan sket untuk membantu warga melengkapi berkas sehingga
membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pemanfaatan citra penginderaan jauh (CSRT) dalam konteks ini tentunya dapat membantu Tim
inventarisasi dan verifikasi apabila menemukan kejadian yang sama. Optimalisasi CSRT juga dapat
memudahkan tim Inver dalam melakukan ground cek di lapangan. Dengan melakukan interpretasi di awal
/pra turun lapang maka petugas Tim inver dapat terlebih dahulu mengenali dan menyusun blok-blok
pemukiman sesuai dengan kondisi eksisting mendasarkan pada interpretasi CSRT terbaru. Hasil sket
berdasarkan blok-blok lahan terbangun tersebut tentunya akan mempermudah ketika melakukan Inver di
lapangan dan dapat pula digunakan sebagai dasar penyusunan dan perbaikan sket yang sbelumnya telah
diusulkan oleh masyarakat. Keterbatasan masyarakat dalam kawasan hutan untuk menyusun sket sesuai
kaidah kartografis dengan ukuran dan lokasi yang tepat pasti akan ditemukan di lapangan dan menjadi salah
satu kendala dalam pelaksanaan inver. Salah satu contoh pemanfaatan citra satelit dalam percepatan
kegiatan inver disajikan melalui hasil sket dan gambar berdasarkan pada CSRT Gambar 5 berikut.

Kelompok Hutan Bukit Jambul Gunung Patah, Bukit Jambul
Asahan, Bukit Nanti, Mekakau dan Air Tebangka
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Gambar 5. Pemanfaatan Citra Peginderaan Jauh untuk mempercepat Kegiatan Inver PTKH
(Sumber: Analisis data 2019)

3.3.Tanah Kawasan Hutan sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria

Luas kawasan hutan berdasarkan statistik Kementerian LHK tahun 2017 adalah 125,9 Juta hektar, yang
terdiri atas 68,8 Juta hektar hutan produksi, 29,7 juta hektar hutan lindung serta 27,4 juta hektar hutan
konservasi. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika
pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi
fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan
luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Perubahan tersebut dilakukaan secara parsial dalam
satuan wilayah provinsi dengan perubahan peruntukan kawasan hutan dengan pelepasan kawasan hutan dan
tukar menukar kaw\asan hutan serta perubahan fungsi kawasan hutan (KLHK 2017, 13). Alokasi Tanah
Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan terdiri atas 7 kriteria antara lain: alokasi
20% untuk kebun masyarakat; hutan produksi yang dapat dikonversi tidak produktif; program pemerintah
untuk pencadangan sawah baru; pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
sudah memperoleh persetujuan prinsip; pemukiman, fasos dan fasum; lahan garapan berupa sawah dan
tambak rakyat; serta pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat
setempat. Dasar Penetapan Alokasi TORA dari SK Menteri LHK
No.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 seluas ±4.853.549 ha yang telah mengalami revisi sebanyak 3
kali. Revisi I melalui SK 6979/ 2017 seluas ±4.857.798 Ha, Revisi II melalui SK 3154/2018 seluas
±4.949.737 ha dan Revisi III melalui SK 8716/2018 seluas ±4.994.334. Luas alokasi TORA dengan kriteria
pemukiman, fasum dan fasos mengalami peningkatan yaitu: 439.116 ha, 588.786 ha, 642.835 ha dan yang
terakhir 658.314 ha. Berdasarkan laporan Tim Inventarsisasi dan Verifikasi PTKH di Sumatera Selatan pada
tahun 2018, terdapat perbedaan antara yang tercantum dalam Peta Indikatif Alokasi TORA dengan Luas
tanah yang diinver. Dari 6 kabupaten luas tanah yang diinver lebih 3,986% dari luas indikatif yang tercantum
dalam Peta Alokasi TORA. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari Tim Inver Provisi
Sumatera Selatan yaitu kegiatan inver PTKH tidak hanya dilakukan terhadap tanah yang berada dalam Peta
Indikatif Alokasi TORA tetapi juga terhadap tanah dengan existing berupa pemukiman, fasos dan fasum.

Tabel 1. Luas Hasil Inver PTKH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan Kriteria Pemukiman, Fasum dan Fasos

No Kabupaten Luas Indikatif (ha) Luas Inver (ha) %

1 OKU Timur 573.235 664.161 115.862%
2 OKU Selatan 480.230 360.000 74.964%

3
Musi
Banyuasin 1,547.933 1,533.530 99.070%

4 Musi Rawas 1,043.439 1,006.170 96.428%
5 Mura Enim 1,082.097 1,484.673 137.203%
6 OKI 3,337.688 3,337.535 99.995%

Jumlah 8,064.622 8,386.069 103.986%
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4. KESIMPULAN

Sumber tanah obyek reforma agraria dari pelepasan tanah kawasan hutan dengan target 4,1 juta Ha
hingga tahun ini belum terealisasi sama sekali. Percepatan terhadap penguasaan tanah kawasan hutan
melalui inventarisasi dan verifikasi terhadap desa berupa pemukiman dan lahan garapan yang sudah
dikerjakan selama lebih dari 20 tahun hendaknya terus dipercepat pelaksanaannya. Sehingga pengusulan
terhadap obyek dan subyek pelepasan tanah kawasan hutan dapat terealisasi untuk program reforma agraria.
Pemanfaatan citra penginderaan jauh untuk mengidentifikasi desa-desa dan lahan garapan milik masyarakat
di dalam kawasan hutan dapat dioptimalkan guna percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan
hutan. Sehingga masyarakat dalam kawasan hutan mendapatkan status tanah yang jelas melalui program
reforma agraria yakni redistribusi tanah (asset) dan bantuan berupa akses untuk menunjang perekonomian
masyarakat.

Optimalisasi citra penginderaan jauh ini apabila dilaksanakan pada semua hutan di Indonesia
sebagaimana diatur dalam Perpres 88 Tahun 2017 berimplikasi terhadap terekamnya semua desa yang ada
dalam kawasan hutan dapat diajukan untuk kegiatan inventarisasi dan verifikasi. Pemanfaatan citra oleh
petugas dan Tim Inventarisasi dan verifikasi di lapang terbukti dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan dan
merekam lokasi-lokasi yang sulit terjangkau dengan cakupan lahan yang sangat luas.
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